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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

UPAYA PERBAIKAN GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat perlu dilakukan upaya perbaikan gizi
perseorangan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus
kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan
lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan
gizi;

b. bahwa upaya perbaikan gizi tersebut dilaksanakan
berdasarkan pedoman yang selama ini masih tersebar
dalam berbagai pedoman yang belum bersifat regulasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Upaya Perbaikan Gizi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Indonesia
Nomor 4548);
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2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3637);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Sistem Kesehatan Nasional;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 741/Menkes/SK/VII/2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman
Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang
Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan
Tatalaksana Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63/2010
tentang Garam Beryodium;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG UPAYA
PERBAIKAN GIZI.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gizi Seimbang adalah susunan hidangan makanan sehari yang terdiri
atas berbagai ragam bahan makanan yang berkualitas dalam jumlah
dan proporsi yang sesuai dengan aktifitas fisik, umur, jenis kelamin
dan keadaan fisiologi tubuh sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi
seseorang, guna pemeliharaan dan perbaikan sel tubuh dan proses
kehidupan serta pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.

2. Keluarga Sadar Gizi yang selanjutnya disingkat KADARZI adalah suatu
keluarga yang mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah
gizi setiap anggotanya.

3. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan
gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan,
peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di
masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.

4. Angka Kecukupan Gizi adalah suatu nilai acuan kecukupan rata-rata
zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis
kelamin, ukuran tubuh, aktivitas fisik untuk mencapai derajat
kesehatan yang optimal.

5. Tenaga Gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang
gizi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kesehatan.

Pasal 2

(1) Pengaturan upaya perbaikan gizi ditujukan untuk menjamin:

a. setiap orang memiliki akses terhadap informasi gizi dan pendidikan
gizi;
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b. setiap orang terutama kelompok rawan gizi memiliki akses terhadap
pangan yang bergizi; dan

c. setiap orang memiliki akses terhadap pelayanan gizi dan kesehatan.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:

a. perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi
seimbang;

b. perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan;

c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan
kemajuan ilmu dan teknologi; dan

d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. tugas dan tanggung jawab;

b. kecukupan gizi;

c. pelayanan gizi;

d. surveilans gizi; dan

e. tenaga gizi.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat menjamin
terwujudnya perbaikan gizi perorangan dan masyarakat.

Pasal 5

Pemerintah bertugas dan bertanggung jawab:

a. menyusun dan menetapkan kebijakan bidang gizi;

b. melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi surveilans kewaspadaan
gizi skala nasional;

c. melakukan penanggulangan gizi buruk skala nasional;

d. mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaan urusan wajib upaya
perbaikan gizi;

e. mengupayakan pemenuhan kecukupan dan perbaikan gizi pada
masyarakat terutama pada keluarga miskin, rawan gizi, dan dalam
situasi darurat; dan
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f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan
pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi.

Pasal 6

Pemerintah Daerah Provinsi bertugas dan bertanggung jawab:

a. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi bidang gizi skala
provinsi;

b. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi surveilans gizi skala
provinsi;

c. Melakukan pemantauan penanggulangan gizi buruk skala provinsi;

d. Melakukan upaya perbaikan gizi skala provinsi;

e. Melaksanakan urusan wajib provinsi dalam bidang upaya perbaikan
gizi;

f. Mengupayakan pemenuhan kecukupan dan perbaikan gizi pada
masyarakat terutama pada keluarga miskin, rawan gizi, dan dalam
situasi darurat;

g. Melaksanakan koordinasi, advokasi, monitoring, dan evaluasi
pelaksanaan urusan wajib lingkup provinsi dalam bidang upaya
perbaikan gizi; dan

h. Membina penyelenggaraan rujukan di lingkup provinsi.

Pasal 7

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertugas dan bertanggung jawab:

a. penyelengaraan dan fasilitasi gizi skala kabupaten/kota;

b. penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten/kota;

c. perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;

d. memenuhi kecukupan dan perbaikan gizi pada masyarakat terutama
pada keluarga miskin, rawan gizi, dan dalam situasi darurat;

e. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan
pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi;

f. menyelenggarakan pelayanan upaya perbaikan gizi di fasilitas
pelayanan kesehatan di wilayah kabupaten/kota setempat; dan

g. melaksanakan, fasilitasi, perizinan, koordinasi, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan urusan wajib upaya perbaikan gizi di wilayah
kabupaten/kota setempat;


